
Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 66/M-IND/PER/9/2008

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA,

. a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan
Tanda Daftar Industri, kewenangan pemberian izin bidang
industri berada pada Pemerintahdan Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan
Tanda Daftar Industri, diperlukan persiapan bagi pemerintah
daerah sehingga perludiatur masa transisi;

C. bahwa dalam rangka kelancaran penerbitan izin penanaman
modal di Indonesia pada bidang industri selama masa
transisi, perlu memberi kewenangan kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menerbitkan
Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin
Perluasan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a ,b dan huruf c, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian.

. 1. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274); . .
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
PemerintahanOaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor
12 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4844);

3. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3330);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin
Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor3596);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan Oaerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4737);

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik IndonesiaNomor77/P Tahun 2007;

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik IndonesiaNomor94 Tahun 2006;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasidan Tugas Eselon I KementerianNegara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17
T~hlln ?007'
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10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik IndonesiaNomor 111 Tahun 2007;

11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor
148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi
Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun
Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan
Sumber DayaAlam SecaraBerlebihan;

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin
Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas
Bekas;

13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup;

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri
Air Minum Dalam Kemasandan Perdagangannya;

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
651/MPP/Kep/10/2004tentang Persyaratan Teknis Depot Air
Minum dan Perdagangannya;

16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Peri nd ustrian;

17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/
2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam
Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Di
Lingkungan DepartemenPerindustrian;

18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/
2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan
Standar Nasionallndonesia Bidang Industri;

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11
Tahun 2006 tentang Jenis RencanaUsaha dan atau Kegiatan
Yang- Wajib DilengkapiDenganAnalisis MengenaiDampak
LingkunganHidup;
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20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/
2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Industri, Izin Perluasandan Tanda Daftar Industri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

(1) Melimpahkan kewenangan Menteri Perindustrian kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk
menerbitkan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri (IUI)
dan Izin Perluasan bidang industri yang menjadi
kewenangan pemerintah.

(2) Kewenangan penerbitan Persetujuan Prinsip, IUI dan Izin
Perluasan bidang industri yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,
dilaksanakan oleh pemerintahdaerah.

(3) Kewenangan penerbitan Persetujuan Prinsip, IUI dan Izin
Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dapat dilaksanakanoleh Kepala BKPM untuk dan atas nama
Menteri Perindustriansampai dengan tanggal 31 Desember
2008.

Pasal2

Persetujuan Prinsip, IUI dan Izin Perluasan yang telah
diterbitkao oleh Kepala BKPM sebelum Peraturan Menteri ini
diberlakukan, dinyatakan berlaku berdasarkan Peraturan
Menteri Ini.
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Pasal3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal25 Juni 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini
diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkandi Jakarta
pada tanggal 4 September 2008

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMIIDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTA LATTA

BERITA NEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN 2008 NOMOR41


